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ABSTRAK 

Kabupaten Sleman melakukan penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman. Perubahan merupakan dampak dari implementasi pelayanan perizinan 

terpadu satu atap. Perubahan ini juga sebagai upaya peningkatan pelayana publik di Kabupaten 

Sleman. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk 

menggambarkan restrukturusasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi restruktursasi dan terkait 

formulasi kebijakan di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode 

studi dokumen dan wawancara. 

Setelah dilakukan penataan dan perampingan struktur organisasi DPPD menjadi KPPD 

Kab.Sleman, tidak ada lagi wewenang perizinan pertanahan dari Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Indikator dalam pengelompokan tupoksi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu prinsip-prinsip organisasi, antara lain 

visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara 

tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas, berdasarkan 

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi restrukturisasi DPPD menjadi KPPD adalah Faktor SDM, adanya kekurangan 

SDM dalam organisasi DPPD sehingga beban kerjadan SDM tidak seimbang. Faktor anggaran, 

walaupun anggaran bukan factor utama akan tetapi adanya semangat pemerintah Kabupaten 

mengefektif dan mengefesienkan anggaran belanja SKPD Sleman. Selanjutnya, factor kehendak 

kepala daerah, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelayanan 

terpadu satu pintu untuk peningkatan pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman. Kemudian 

factor perubahan kebijakan pemerintah pusat, Fungsi pelayanan perizinan DPPD dilimpahkan ke 

BPMPPT Kab.Sleman untuk menerapkan peraturan presiden tentang pelayanan terpadu satu 

pintu. Faktor perubahan kebijakan pemerintah pusat inilah yang menjadi factor utama yang 

mempengaruhi restrukturisasi DPPD menjadi KPPD. Kesimpulan, perubahan struktur organisasi 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dipicu 

oleh kebijakan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan Pelayanan terpatu satu pintu dan 

mengharuskan DPPD Sleman melimpahkan wewenang perizinan pertanahan ke BPMPPT 

Sleman. Kata Kunci: Perubahan Struktur, Organisasi Perangkat Daerah, Perda no 8 Tahun 2014 



A. PENDAHULUAN 

Restrukturisasi organisasi acap kali dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

mengoptimalkan fungsi dan jalannya organisasi. Tidak efektif dan efisiennya organisasi 

perangkat daerah masih menjadi masalah utama dalam penataan struktur organisasi 

pemerintah. Patologi organisasi seperti inkonsistensi tupoksi, underload, overload, 

overlapping, dan lainnya mengharuskan pemerintah daerah merestrukturisasi organisasi 

agar tujuan utama organisasi dapat berjalan semestinya. 

Di Kabupaten Sleman misalnya, dalam rentan waktu yang relatif singkat, dalam 

kurun waktu 2009 sampai 2014 pemerintah kabupaten sleman sudah melakukan 2 kali 

restrukturisasi organisasi perangkat daerah di tahun tersebut. Restrukturisasi organisasi 

perangkat daerah tersebut bertujuan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman 

dapat lebih efektif dan efisien. 

Tahun 2014 silam, merupakan kali terakhir Pemda Kabupaten Sleman melakukan 

restrukturisasi perangkat daerah. Di dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Sleman, pemerintah tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undang 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian barulah ditetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman. Sejak peraturan daerah tersebut diberlakukan, kedudukan 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman diubah menjadi Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini tentunya membawa 

peruahan yang signifikan ditubuh Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten 

Sleman yang sebelumnya berstatus Dinas. 



Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merupakan unsur 

pendukung tugas kepala daerah, mempunyai tugas penyusunan kebijakan daerah yang 

bersifat spesifik di bidang pertanahan. Jika dilihat dari efektivitasnya, maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman berhasil melakukan efektivitas di tubuh organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Sleman. Banyak bidang, subbidang maupun seksi yang dihapuskan 

pasca restrukturisasi. Tentu dengan ini, belanja pemerintah akan sedikit berkurang dan 

dapat dialihkan untuk anggaran lainnya. 

Disamping itu, dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Yogyakarta dari kelima unsur kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah masalah pertanahan dan tata ruang. Dengan mengubah struktur status organisasi 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, pemerintah daerah seolah-olah 

mengeyampingkan masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Sleman. Tentu hal ini 

tidak selaras dengan semangat pemerintah provinsi dalam memprioritas kewenangan 

keistimewaan DIY. 

Selain itu, pasca restrukturisasi organisasi diimplementasikan seperti yang dilansir 

Harian Jogja, Kepala kantor mengungkapkan Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, 

Kabupaten Sleman, kekurangan tenaga pengawasan pemanfaatan tanah atau 

lahan.Wilayah Sleman yang cukup luas, mengahruskan pengawasan pemanfaatan tanah 

dilakukan banyak personel. Diungkapkan Kepala KPPD Sleman, akibat kondisi tersebut, 

dari 86 desa, sekarang KPPD hanya mampu melakukan pengawasan terhadap 40 desa.Ia 

mengatakan, sekarang pengawasan lahan hanya dilakukan terhadap daerah-daerah 

prioritas. Antara lain wilayah yang mengalami pertumbuhan penambahan bangunan baru 



sangat pesat, seperti di Kecamatan Kalasan dan Gamping.                           .                                                    

(http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/19/pertanahan-sleman-wilayah-luas-masih-

kekurangan-petugas-pengawas-pemanfatan-tanah-720760). 

Selain itu, pembangunan yang terjadi terus menurus seperti tidak terkendali oleh 

pemerintah daerah. Pada akhir 2015, Gamping merupakan kecamatan dengan tingkat 

pertambahan bangunan paling pesat, yakni dari 450 menjadi 841 unit bangunan. Ruang 

terbuka hijau semakin berkurang, lahan menyempit, sawah mulai berkurang menjadi 

masalah besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.                                                       . 

(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/29/o7xllb382-pembangunan-

di-sleman-semakin-pesat-sawah-menyempit) 

Dengan semakin banyak permasalahan di atas, Penulis berinisiatif mengangkat 

tema tentang pengaruh restrukturisasi organisasi perangkat daerah karena ingin 

mengetahui bagaimana perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten 

Sleman. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul “Perubahan Struktur Organisasi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2014”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana perubahan struktur organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian 

http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/19/pertanahan-sleman-wilayah-luas-masih-kekurangan-petugas-pengawas-pemanfatan-tanah-720760
http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/19/pertanahan-sleman-wilayah-luas-masih-kekurangan-petugas-pengawas-pemanfatan-tanah-720760


Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman Melalui Perda No 8 tahun 

2014? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur 

organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

melalui Perda no 8 tahun 2014? 

C. KERANGKA DASAR TEORI 

1. Pemerintahan Daerah 

Menurut Suhady dan Riawan (dalam Mariati, 2014) Pemerinah 

(government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative 

direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, 

city, ect. Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi 

yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan 

sebagainya. 

Terdapat tujuh elemen dasar yang membangun kesatuan 

pemerintahan daerah yaitu (Mahmuzar, 2012): Urusan Pemerintahan, 

kelembagaan, personel, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan 

public, pengawasan. 

2. Teori Organisasi 

Pengertian organisasi dari para ahli (dalam Mariati, 2012): 

1. Menurut Olan Hendrick Organisasi adalah hubungan pekerjaan ara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam suatu kelompk 

demi terwujudnya pekerjaan tersebut. 



2. Menurut Barnard Organisasi adalah kolektivitas yang dibentuk 

secara sadar dengan tujuan formal yang berusaha dicapai 4secara 

bersama melalui kerjasama diantara manusia yang memiliki 

keyakinan, keterlibatan dan tujuan bersama. 

3. March dan Simon berpendapat, Organisasi adalah sekelompok 

manusia yang berinteraksi dalam kelompok yang besar mereka 

memiliki sistem koordinasi, spesifikasi yang jelas dalam struktur 

dan koordinasi. 

4. Etsione mengemukakan, Organisasi adalah unit sosial atau 

kelompok yang secara sadar mengkonstruksi dan merekonstruksi 

dalam mencapai tujuan. 

3. Restrukturisasi Organisasi 

Restrukturisasi berasal dari kata re- dan struktur, maka struktur 

organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai 

tugas yang ada dalam organisasi. Menurut Handoko (2006:114), 

restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan 

sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola 

dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-

bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu 

organisasi. 



Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk 

melakukan restrukturisasi menurut Bernadin dan Russel (dalam Primasari 

2011), kedelapan cara tersebut adalah: downsizing, delayering,  

decentralizing,  reorganization,  cost reduction strategy, IT Innovation, 

competency measurement, dan performance related pay. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi 

Factor-faktor yang mempengaruhi restrukturisasi (Siagian, 2012): 

a. Faktor inti. Merupakan factor-faktor yang membentuk 

organisasi. Aktor-aktor yang dimaksud adalah pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, legislative dan yudikatif 

serta actor lain seperti partai politik dan warga Negara. 

b. Konflik dan penolakan dari internal organisasi 

c. Kelemahan dari sisi kelembagaan 

d. Birokrasi yang belum menunjukkan perubahan yang 

siginifikan karena hal ini disebabkan banyaknya pengaruh 

politik dan kepentinganlainnya. 

D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode 

penelitian deskriptif. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 



Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh melalui lapangan 

atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 

informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke 

lapangan tepatnya di Kabupaten Sleman pada umumnya dan KPPD 

Kab Sleman pada khsusunya dengan tujuan untuk mengumpulkan 

data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan 

foto otentik dilapangan. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, 

dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 

berupa buku, jurnal, koran, dokumentasi mengenai kajian daerah 

terkait masalah rencana pembentukan daerah baru atau provinsi 

baru.Terdapat juga situssitus atau website yang diakses untuk 

memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan 

restrukturisasi organisasi publik Kabupaten Sleman. Selain itu, 

referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian ini. 

3. Unit Analisis 

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka peneliti 

menentukan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah  

Kabupaten Sleman Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan stakeholder-stakeholder 

yang terkait seperti: Kepala bagian organisasi sekretariat daerah 

Kabupaten Sleman, Plt Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman, Bagian tata usaha Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Panitia khsusus DPRD 

Kabupaten Sleman. 

b. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, dokumen yang dicari antara lain 

berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, 

Raperda, notulensi rapat DPRD, hasil dengar pendapat dengan 

stakeholders terkait, Perda no 8 tahun 2014. 

E. PEMBAHASAN 

1. Restruktuirsasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

a. Perampingan Organisasi (Downsizing) 

Pemerintah Kabupaten Sleman menjadikan Peraturan-

Peraturan Pemerintah pusat sebagai indikator utama dalam proses 

perampingan struktur organisasi perangkat daerah. bahwa adanya 

ketaatan hukum dari Pemerintah Daerah karena dalam penataan 

struktur organisasi mengacu kepada Peraturan yang berlaku pada 



tahun 2014 tersebut. Dalam Konteks restrukturisasi ini Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian 

Organisasi memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 

pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, 

cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta 

sarana dan prasarana. 

Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi 

faktor penentu restrukturisasi organisasi perangkat daerah di 

Kabupaten Sleman. Penataan struktur organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang mengacu kepada PP 

No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditujukan 

untuk melakukan perampingan (downsizing) dalam birokrasi 

pemerintah daerah karena dianggap cara inilah langkah yang 

paling tepat dalam mencapai efektivitas  dan juga efisiensi kinerja 

birokrasi dengan perhitungan risiko yang paling rendah. 

Perampingan ini sudah sesuai dengan indikator-indikator 

sebagaimana mestinya. 

Dari struktur yang baru juga, menunjukkan tidak ada lagi 

wewenang dari Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman. Secara konkrit, setelah adanya restrukturisasi 

organisasi pengendalian pertanahan daerah fungsi Kantor 



Pengendalian Pertanahan Daerah hanya sebagai fungsi pengawasan 

dan fungsi monitoring dan evaluasi. 

b. Pengelompokan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi 

(Delayering) 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah harus 

menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi 

yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi 

pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang 

kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, 

Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota. 

c. Desentralisasi Fungsi Organisasi (Decentralizing) 

Restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merupakan implikasi dari 

implementasi pelayanan terpadu satu atap dan memungkin 

pemerintah daerah melakukan pengelompokan kembali tugas 

pokok dan fungsi dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan 

Kabupaten Sleman. 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

semulanya memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu Perizinan, 

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, dan setelah adanya 



restrukturisasi organisasi perangkat daerah tahun 2014, maka 

fungsi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

yaitu fungsi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi saja. 

Sebagaian besar, sub-unit organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Kabupaten Sleman dipindahkan ke Badan Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Bagian-bagian Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yang 

dipindahkan ke Badang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu adalah Bidang Tata Guna Tanah beserta 

seksinya Seksi Penatagunaan Tanah, dan Bidang Perizinan 

Pertanahan dan seluruh seksinya-seksinya. Bersamaan dengan 

dipindahkannya bagian-bagian dan seksi-seksi dalam organisasi 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, juga diiringi 

memindahkan juga pejabat-pejabat struktural yang terkena 

inolikasi sesuai dengan jabatan di organisasi lama dan ditempatkan 

ditempat yang sesuai pula dengan kapasitasnya. 

d. Peninjauan Kembali Tujuan Organisasi (Refocusing) 

Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 

dalam meninjau kembali tujuan organisasi adalah perumusan tujuan 

melibatkan stakeholder terkait, tujuan yang realistis, tujuan harus jelas, 

tujuan dinyatakan secara sederhana, tujuan bidang fungsional 



organisasi harus konsisten dengan tujuan umum, sekda melakukan 

evaluasi untuk meninjau kembali tupoksi. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Organisasi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

a. Faktor Sumber Daya Manusia 

Pengaruh sumber daya manusia dalam proses 

restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman adalah kekurangan sumber daya 

manusia yang ada di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Kabupaten Sleman yang di mana pada permasalahan ini 

pemerintah daerah mempunyai opsi-opsi, opsi yang pertama adalah 

pemerintah daerah menambah jumlah organisasi sesuai dengan 

kebutuhan dan opsi kedua pemerintah daerah dapat mengurangi 

beban kerja organisasi yang ada. Pengimplementasian PTSP 

kemudian menjadi momentum pemerintah daerah Kabupaten 

Sleman untuk melakukan pengurangan beban kerja dengan 

melakukan penataan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan 

Daerah menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. 

Pasca dilakukan restrukturisasi, Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman masih mengalami patologi 



yang sama yaitu kekurangan Sumber daya manusia pada seksi 

Pemanfaatan Pertanahan. Hal ini membuat Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi sangat terbatas 

dalam pengawasan pemanfaatan pertanahan daerah Kabupaten 

Sleman. 

b. Faktor Anggaran 

Dilihat dari alokasi anggaran Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, maka tidak ada perubahan 

yang signifikan. Tidak ada selisih yang begitu jauh dari status 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dan 

Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. 

Berikut perbandingannya: 

 

 

 

 

Tabel E.1 

Perbandingan Anggaran DPPD dan KPPD Sleman 

No Tahun 

Anggaran 

Besaran 

Anggaran (RP) 

Keterangan Status 

Organisasi 

1 2014 5.683.791.350,00 Dinas Pengendalian 



Pertahan Daerah 

2 2015 5.199.196.628,00 Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah 

3 2016 4.153.726.800,00 Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah 

Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Sleman 

Faktor anggaran bukan merupakan faktor utama pendorong 

restrukturisasi. Akan tetapi adanya semangat pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman untuk mengefektif dan mengefesienkan 

anggaran belanja SKPD. Diharapkannya, anggaran ini bisa 

dialihkan ke keperluan lain yang lebih produktif untuk 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. 

c. Faktor Kehendak Kepala Daerah 

Peran kepala daerah dalam hal penataan struktur organisasi 

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah pionir 

penting dalam kebijakan penataan struktur organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Sleman. Faktor Kehendak Kepala Daerah 

merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan 

restrukturisasi atau penataan organisasi Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara jelas peran Bupati 

Sleman dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah 



Kabupaten Sleman adalah sebagi pihak Kepala eksekutif yang 

menetapkan kebijakan restrukturisasi organsiasi. Berdasarkan 

kebijakan Bupati Sleman untuk memperbaiki sistem pelayanan 

perizinan secara terpadu satu atap juga menjadi pendorong 

dilaksanakan proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah.  

d. Faktor Kebijakan Pemerintah Pusat 

Faktor utama atau faktor yang paling mempengaruhi 

restrukturisasi organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten 

Sleman adalah Faktor perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk 

meningkatkan pelayanan khususnya pelayanan perizinan yang ada 

di Kabupaten Sleman. Adanya inisiatif Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman untuk melakukan penataan organisasi pada 

tahun 2014 ini juga, didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 97 

tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan  Terpadu Satu 

Pintu. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 yang isinya mengulangi 

kembali aturan bahwa pelaksanaan PTSP harus berada di instansi 

penanaman modal. Kali ini nomenklaturnya jelas ditentukan, 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 



(BPMPTSP). Hal inilah yang kemudian mengharuskan Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman merelakan 

sebagian kewenangannya yaitu kewenangan perizinannya untuk 

diserahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Sleman.  

F. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Restrukturisasi Organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

Menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

Perampingan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten 

Sleman mengacu kepada analisis beban kerja, analisis jabatan, peraturan 

pemerintah dan peraturan dalam negeri. Indikator dalam pengelompokan 

kembali tupoksi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman yaitu visi misi yang 

jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung 

secara tegas, efektif dan efesien berdasarkan kedudukan dan tupoksi 

Kabupaten Sleman. 

Fungsi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

memiliki 3 klasifikasi tupoksi yaitu Perizinan, Pengawasan, Monitoring 

dan Evaluasi. Pasca restrukturisasi menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Pengendalian Pertanahan 

Daerah Kabupaten Sleman hanya memiliki fungsi monitoring dan 



evaluasi. Sub unit organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 

dipindahkan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpatu satu pintu Kab. Sleman. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Restrukturisasi Oeganisasi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor 

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman 

Latar belakang utama dalam proses restrukturisasi organisasi Dinas 

Pengendalian Pertanahan Daerah menjadi Kantor Pengendalian 

Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman adalah upaya Pemerintah Daerah 

untuk memperbaiki sistem pelayanan perizinan yang ada. Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman berupaya untuk meningkatkan pelayanan 

khususnya pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Sleman. Inisiatif 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan penataan 

organisasi pada tahun 2014 ini juga, didorong oleh Peraturan Presiden 

Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan  Terpadu Satu 

Pintu. 
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